
 

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  

 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

 

D E N GA N  R A H MAT  T UH A N  Y A N G MA H A  ES A 

 

BUPATI MADIUN , 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam 

pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta 

memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan 

pembinaan, pengaturan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun; 

  b. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, perlu 

dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan perizinan fasilitas 

pelayanan kesehatan menjadi urusan pemerintah Kabupaten; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa  Timur  

( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9 );  

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3273); 
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  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3656); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotoprika 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Nomor 3637); 

  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3821); 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

lbadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 32); 

  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4431); 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

  11. 

 

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4739); 

  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

  13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5062); 

  14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5063); 

  15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
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Negara Nomor 5072); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita 

Negara.Tahun 1950 Nomor 59); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek 

(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3169); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3258); 

  19 Peraturan Pemer in tah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3637); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5044); 

  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PER/11/1990 

tentang Persyaratan Kesehatan Hotel; 

  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/PER/XII/1990 

tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis; 

  27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/MENKES/PER/I/1991 

tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum; 

  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/1992 

tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida; 
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  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/MENKES/PER/VIII/2004 

tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara; 

  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 

tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga; 

  31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 

tentang Pedoman Persyaratan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 

  32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 

tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer; 

  33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 

tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis; 

  34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/MENKES/PER/V/200 

tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis; 

  35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 

tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

  36. 

 

37. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/11/2008 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi; 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang 

Izin mendirikan dan Oprasional Rumah Sakit; 

  38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 

  39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/SK/XII/ 2001 

tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapi; 

  40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/MENKES/SK/XII/2001 

tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi; 

  41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang 

Laboratorium Kesehatan Swasta; 

  42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SKNI/2002 

tentang Registrasi dan lzin Kerja Refraksionis Optisien; 

  43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 /MENKES/SK/X/2002 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Toko Obat; 

  44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek; 

  45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia; 

  46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal; 
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  47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 

tentang Pedoman Penyehatan Fasilitas dan Bangunan Umum; 

  48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/111/2003 

tentang Laboratorium Kesehatan; 

  49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/SK.N/2003 

tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker; 

  50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 

tentang Jasa Boga; 

  51. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SKIVII/2003 

tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan; 

  52. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK.Nil/2003 

tentang Pengobatan Tradisional; 

  53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 

tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 

  54. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/MENKES/SK/Vill/2003 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi 

Kesehatan; 

  55. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SKNIII/2003 

tentang Tenaga Akupuntur; 

  56. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/X/2004 

tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian 

Luar Biasa (KLB); 

  57. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 

tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar; 

  58. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 

tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

  59. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 

  60. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur 

Tahun 2009 Nomor 38, Seri E 1  ); 

  61. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun  

( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 

 


